KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 36 TAHUN 1987

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN

NOMOR 15 TAHUN 1984 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI

DEPARTEMEN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR

DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 4 TAHUN 1987

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa guna menunjang tercapainya peningkatan pelaksanaan pem​bangunan, dipandang perlu mengubah susunan organisasi Departemen Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Bab V Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen seba​gaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1987;

Mengingat:

1.
Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;

2.
Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organi​sasi Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1987;


MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 15 TAHUN 1984 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DEPARTE​MEN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 4 TAHUN 1987.


Pasal I

Mengubah ketentuan Bab V tentang Kedudukan, Tugas Pokok, dan Susunan Organisasi Departemen Keuangan pada Pasal 51, Pasal 52, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59, dan Pasal 60 Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1987 sehingga berbunyi sebagai berikut :


" Pasal 51

Departemen Keuangan terdiri dari :

1.
Menteri;

2.
Sekretariat Jenderal;

3.
Inspektorat Jenderal;

4.
Direktorat Jenderal Anggaran;

5.
Direktorat Jenderal Pajak;

6.
Direktorat Jenderal bea dan cukai;

7.
Direktorat Jenderal Moneter;

8.
Badan Analisa Keuangan Negara, Perkreditan, dan Neraca Pem​bayaran;

9.
Badan Pendidikan dan Latihan Keuangan;

10.
Pusat;

11.
Instansi Vertikal di Wilayah.


Pasal 52

Sekretariat Jenderal terdiri dari :

1.
Biro Perencanaan dan Hubungan Organisasi Keuangan Internasio​nal;

2.
Biro Kepegawaian;

3.
Biro Keuangan;

4.
Biro Perlengkapan;

5.
Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan;

6.
Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat;

7.
Biro Hukum.


Pasal 54

Direktorat Jenderal Anggaran terdiri dari :

1.
Sekretariat Direktorat Jenderal;

2.
Direktorat Pembinaan Anggaran Rutin;

3.
Direktorat Pembinaan Anggaran Pembangunan;

4.
Direktorat Pembinaan Anggaran Lain-lain dan Kekayaan Negara;

5.
Direktorat Perbendaharaan dan Kas Negara;

6.
Direktorat Tata Usaha Anggaran;

7.
Direktorat Dana Luar Negeri.


Pasal 55

Direktorat Jenderal Pajak terdiri dari :

1.
Sekretariat Direktorat Jenderal;

2.
Direktorat Pajak Langsung;

3.
Direktorat Pajak Tidak Langsung;

4.
Direktorat Perencanaan, Penerimaan, dan Penagihan;

5.
Direktorat Pengusutan dan Pengendalian Wilayah;

6.
Direktorat Peraturan Perpajakan;

7.
Direktorat Pajak Bumi dan Bangunan.


Pasal 57

Direktorat Jenderal Moneter terdiri dari :

1.
Sekretariat Direktorat Jenderal;

2.
Direktorat Lembaga Keuangan dan Akutansi;

3.
Direktorat Pembinaan Badan Usaha Milik Negara;

4.
Direktorat Penerimaan Minyak dan Bukan Pajak;

5.
Direktorat Pembiayaan Pangan;

6.
Direktorat Dana Investasi.


Pasal 58

Badan Analisa Keuangan Negara, Perkreditan, dan Neraca Pembayaran terdiri dari :

1.
Sekretariat Badan;

2.
Pusat Analisa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

3.
Pusat Analisa Perkreditan dan Neraca Pembayaran;

4.
Pusat Analisa Keuangan Daerah.


Pasal 59

Badan Pendidikan dan Latihan Keuangan terdiri dari :

1.
Sekrtariat Badan;

2.
Pusat Pendidikan dan Latihan Pegawai;

3.
Pusat Pendidikan dan Latihan Anggaran;

4.
Pusat Pendidikan dan Latihan Perpajakan;

5.
Pusat Pendidikan dan Latihan Bea dan Cukai;

6.
Pusat Pendidikan dan Latihan Keuangan Umum.


Pasal 60

Pusat terdiri dari :

1.
Pusat Pembukuan Keuangan Negara;

2.
Pusat Sarana Perhubungan Bea dan Cukai;

3.
Pusat Pengelolaan Pembebasan dan Pengembalian Bea Masuk;

4.
Pusat Analisa Informasi Keuangan".


Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.







Ditetapkan di Jakarta







pada tanggal 20 Oktober 1987







PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
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